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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN 
 EKONOMI DI BEBERAPA KABUPATEN PESISIR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 
Nur azizah 
Indraswati T.A. Rievane 
Sultan Suhab 
e-mail: mursalimazizah@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi 
Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur 
menggunakan program Amos versi 22.  Dalam analisis ini digunakan untuk melihat 
hubungan langsung ataupun tidak langsung.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah urusan kesehatan secara 
langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 
manusia. Pengeluaran pemerintah urusan ekonomi  secara langsung berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara 
tidak langsung pengaruh pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, kesehatan 
dan ekonomi secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia 
melalui variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan. 
 
Kata kunci: indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan, pengeluaran pemerintah urusan kesehatan, pengeluaran pemerintah 
urusan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURE TOWARDS HUMAN 
DEVELOPMENT INDEX THROUGH THE ECONOMIC GROWTH IN  
SEVERAL LITTORAL REGENCY IN SOUTH SULAWESI 
 
Nur azizah 
Indraswati T.A. Rievane 
Sultan Suhab 
e-mail: mursalimazizah@gmail.com 
 
This research aims to know the influence of government expenditure areas of 
education, health and economy towards human development index either directly 
or indirectly through economic growth in several littoral regency in south sulawesi. 
The methods used in this study is path analysis using Amos versi 22 program . In 
this analysis are used to seeing a direct and indirect connections.  
 
The results of this research show that government expenditure area of education 
directly have positive effect but not significant against the human development 
index. Government expenditure area of health directly have positive and significant 
effect against the human development index. Government expenditure area of 
economy directly have negative and not significant towards human development 
index. Indirectly, influence of government expenditure areas of education, health 
and economy toward human development index through economic growth have 
positive effect but  not significant. 
 
Keywords: human development index, goverment expenditure area of education, 
government spending area of health, government expenditure area of economy, 
economic growth. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 
secara geografis merupakan daerah berbasis kelautan yang sangat besar. Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang 1.937 km dan luas perairan laut 
266.877 km2. Itu dikarenakan dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi 
Sulawesi Selatan, 2/3 diantaranya adalah kabupaten/kota yang memiliki wilayah 
pesisir dan laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Selatan 
memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial dan prospektif untuk dijadikan 
modal pembangunan ekonomi daerah. Sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil di Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam, baik sumberdaya yang dapat 
pulih (renewable resources) dan sumberdaya yang tidak dapat pulih (unrenewable 
resources). (PERGUB No.40 periode 2014, RSWP3K) 
Wilayah pesisir menurut Undang-Undang Nomor 27 Periode 2007 tentang 
Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didefinisikan sebagai wilayah 
peralihan antara ekosistem darat dan laut yag dipengaruhi oleh perubahan di darat 
dan laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan memiliki 
sumberdaya alam yang sangat potensial dan prospektif untuk dijadikan modal 
pembangunan ekonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat pesisir.  
Di Provinsi Sulawesi Selatan ada 19 kabupaten/kota yang memiliki wilayah 
pesisir dan laut, diantaranya yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, 
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Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 
Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kab,Jeneponto, Kabupaten 
Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten 
Barru, Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Berikut 
data panjang garis pantai dan luas wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 
Tabel 1.1 
Panjang garis pantai dan luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan 
 
NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
PANJANG 
GARIS 
PANTAI (KM) 
LUAS 
WILAYAH 
(KM2) 
PERSENTASE 
WILAYAH 
PESISIR  
1 KAB. LUWU                                      123.00 3000.25 4.099 
2 KAB. WAJO                                      103.00 2506.2 4.109 
3 KAB. BONE 131.00 4559 2.873 
4 KAB. SINJAI 31.00 819.96 3.780 
5 KAB. BULUKUMBA 124.00 1154.67 10.738 
6 KAB. SELAYAR 670.00 903.5 74.156 
7 KAB. BANTAENG 35.00 395.83 8.842 
8 KAB. JENEPONTO 95.00 903.35 10.516 
9 KAB. TAKALAR 108.00 566.51 19.064 
10 KOTA MAKASSAR 36.00 175.77 20.481 
11 KAB. MAROS 36.00 1619.12 2.223 
12 KAB. PANGKEP 79.00 1112.29 7.102 
13 KAB. BARRU 78.00 1174.71 6.639 
14 KOTA PARE-PARE 12.00 99.33 12.080 
15 KAB. PINRANG 95.00 1961.17 4.844 
16 KAB. GOWA 2.00 1883.32 0.106 
17 KAB. LUWU UTARA 53.00 7502.68 0.706 
18 KAB. LUWU TIMUR 106.00 6944.88 1.526 
19 KOTA PALOPO 20.00 247.52 8.080 
JUMLAH 1937.00 37530.06  
       Sumber : Badan Pusat Statistik  Provinsi Sulawesi Selatan, diolah. 
 
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa ada beberapa kabupaten/kota 
yang memiliki persentase wilayah pesisir dan laut yang sangat kecil, seperti 
3 
 
Kab.Gowa, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur, Kab.Maros, Kab.Bone dan Kab.Sinjai 
sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kabupaten pesisir. Berdasarrkan 
PERGUB Sulawesi Selatan No.40 Periode 2014, tentang Rencana Strategis Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), kabupaten/kota pesisir adalah 
kabupaten/kota yang sebagian besar masyarakat nya bermukim di pesisir dan 
berprofesi sebagai nelayan serta menggantungkan hidup dari hasil laut. Oleh karena 
itu dalam penelitian ini dibatasi dengan standar luas wilayah pesisir dimana 
kabupaten/kota yang memiliki persentase wilayah pesisir ≥ 4%  dari total luas 
wilayah kabupaten/kota tersebut maka dikategorikan sebagai kabupaten/kota 
pesisir. 
Sehingga dalam penelitian ini ada 10 kabupaten dan 3 kota yang memenuhi 
syarat sebagai kabupaten/kota pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dengan 
pertimbangan bahwa wilayah perkotaan adalah wilayah industrialisasi maka dalam 
penelitian ini hanya mengambil 10 kabupaten pesisir diantaranya Kabupaten 
Selayar, Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, 
Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Wajo. 
Dalam perkembangan selanjutnya akibat pertambahan jumlah penduduk, 
perluasan pemukimam dan kegiatan industri, maka lingkungan mendapat tekanan 
yang berat akibat eksploitasi sumberdaya alam. Dan pada kenyataannya 20 persen 
penduduk Indonesia yang bermukim di wilayah pesisir atau masyarakat pesisir 
merupakan kelompok masyarakat miskin (Walhi 2002). Potensi kekayaan sumber 
daya laut ini tentu merupakan anugerah sekaligus bencana bagi para nelayan yang 
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bermukim di wilayah pesisir dan laut  Sulawesi Selatan, bahkan yang terjadi saat ini 
kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir khususnya nelayan di 
Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat memprihatinkan.  
Pemahaman holistik tentang dimensi kesejahteraan masyarakat pesisir 
sangat diperlukan melihat kondisi kemiskinan masyarakat pesisir saat ini. Menurut 
Suhartono (2007) penyebab kemiskinan pada masyarakat pesisir di Indonesia 
adalah masalah kultural yang dicirikan dengan pola pikir, adat istiadat dan lain-lain. 
Sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif merupakan pola pikir yang 
menyebabkan masalah kemiskinan pada masyarakat pesisir. Faktor lain yang juga 
menyebabkan kemiskinan masyarakat pesisir adalah keterisolasian, rendahnya taraf 
pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan 
ketidakberdayaan dalam mengikuti ekonomi pasar (Suhartono 2007). 
Melihat begitu pentingnya peran pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maka pemerintah daerah 
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya bagi 
masyarakat pesisir, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas 
(pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas 
(iman dan ketaqwaan). Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi 
daerah, terutama berkaitan dengan sumbangan keuangan daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui alokasi pengeluaran publik khususnya pada 
urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, penurunan angka kemiskinan melalui 
peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM). UNDP telah menetapkan sebuah tolak ukur yaitu 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan 
dan kesejahteraan suatu negara. IPM merupakan suatu indeks komposit 
berdasarkan tiga indikator, yaitu; angka harapan hidup pada waktu lahir (life 
expectancy at birth), angka melek huruf penduduk dewasa (adult literacy rate) dan 
rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli 
(purchasing power parity). (UNDP 1990). Berikut adalah grafik IPM kabupaten/kota 
di  Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014; 
Gambar 1.1 
IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2014 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)  
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Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota pesisir di 
Sulawesi Selatan tahun 2014, tiga kota besar di Sulawesi Selatan masih menempati 
peringkat teratas untuk angka IPM tertinggi yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare 
dan Kota Palopo dengan angka IPM berturut-turut sebesar 79.35, 75.66, dan 75.65. 
Kabupaten dengan peringkat IPM terendah di tempati oleh Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone  dan Kabupaten Jeneponto yang 
masing-masing merupakan kabupaten dengan wilayah pesisir dan laut terbesar  di 
Sulawesi Selatan dengan angka IPM berturut-turut sebesar 63.66, 63.53, dan 62.09. 
Kabupaten pesisir masih menjadi kabupaten dengan tingkat kesejahteraan terendah 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan sangat diharapkan oleh 
negara seperti Indonesia karena dapat mengatasi masalah kemiskinan, 
pengangguran, buta huruf dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 
memberi perhatian lebih di bidang kesehatan dan pendidikan (Masriah, 2011:23). 
Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan realisasi pengeluaran pemerintah 
terutama urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan memberi pengaruh yang 
positif bagi perkembangan pembangunan manusia. Dengan kata lain negara yang 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka ia akan mampu memberikan 
kontribusi yang tinggi pula terhadap bidang-bidang yang lain sebab ketika suatu 
negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka pendapatan nasional suatu negara 
akan terdongkrak naik sehingga bisa dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan 
infrastruktur perekonomian. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi salah 
satu tujuan utama suatu negara guna mensejahterakan penduduknya. Berikut laju 
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pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten/kota pesisir di Provinsi Sulawesi 
Selatan; 
Tabel. 1.1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Kabupaten/Kota Pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan (dalam persen) 
Kabupaten/Kota 
 Pertumbuhan Rata-
rata 2010 2011 2012 2013 2014 
Kepulauan Selayar 7.96 8.88 7.88 9.18 9.18 8.61 
Bulukumba 5.71 5.49 9.65 7.79 8.21 7.37 
Bantaeng 8.32 9.38 9.67 9.01 7.92 8.86 
Jeneponto 6.59 8.44 7.55 6.65 7.71 7.38 
Takalar 8.66 7.59 6.58 8.80 9.00 8.12 
Makassar 9.83 10.36 9.64 8.55 7.39 9.15 
Barru 6.06 8.13 8.39 7.91 6.64 7.42 
Pare Pare 7.99 8.42 8.80 7.97 6.09 7.85 
Pinrang 5.70 7.71 8.51 7.28 8.11 7.46 
Wajo 5.85 10.11 6.5 6.86 9.15 7.69 
Palopo 6.67 7.90 7.00 8.08 6.66 7.26 
Luwu 7.15 7.89 7.00 7.74 8.73 7.70 
Sulawesi Selatan 8.63 8.13 8.87 7.63 7.57 8.16 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan 
terhadap indeks pembangunan manusia. Salah satu diantaranya adalah penelitian 
yang dilakukan oleh Brata (2005), mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah 
daerah (bidang pendidikan dan kesehatan) dan pertumbuhan ekonomi  terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks regional (antar provinsi) di 
Indonesia, memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 
kesehatan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan manusia. 
8 
 
Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik 
pula IPM yang dicapai.  
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan realisasi APBD 
khususnya pengeluaran pemerintah untuk urusan pendidikan, kesehatan dan 
ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 
terhadap perkembangan indeks pembangunan manusia, oleh karena itu penulis 
tertarik menganalisis masalah ini dengan melakukan penelitian ilmiah dengan judul 
“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (urusan pendidikan, urusan kesehatan 
dan urusan ekonomi)  terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui 
Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi 
Selatan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka  rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Apakah pengeluaran pemerintah urusan pendidikan berpengaruh secara 
langsung terhadap indeks pembangunan manusia. 
2. Apakah pengeluaran pemerintah urusan kesehatan berpengaruh secara 
langsung terhadap indeks pembangunan manusia 
3. Apakah pengeluaran pemerintah urusan ekonomi berpengaruh secara 
langsung terhadap indeks pembangunan manusia. 
4. Apakah pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan dan 
urusan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 
pengeluaran pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 
terhadap indeks pembangunan manusia secara langsung, maupun tidak langsung 
melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat 
sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta 
menyelaraskan apa yang di dapat selama kuliah dengan yang terjadi.  
2. Sebagai masukan atau informasi kepada para pengambil kebijakan pada 
pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait 
dalam menentukan langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan 
indeks pembangunan manusia.  
3. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang ingin 
meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel 
lain yang turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Definisi Pembangunan Modal Manusia 
Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (United Nation Development 
Program) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika 
mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari 
pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakansarana (principal 
means) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang 
hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan 
manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, 
bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi. 
Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa 
manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang 
luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi 
masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan 
pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih 
luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta 
kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak 
manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut. 
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok 
yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, 
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pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut 
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas 
dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. 
Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari 
model pembangunan manusia. 
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk 
mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua 
hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut 
harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan 
yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup. 
3. Kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus 
dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua 
sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan 
proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk 
berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. 
Pada   umumnya   model   dari   pertumbuhan   ekonomi   diarahkan   untuk  
meningkatkan     GDP     dan     tidak     memasukkan     peningkatan     kualitas 
kehidupan. Pertumbuhan   GDP   memang   penting,   tetapi   tidak   cukup   untuk 
pembangunan  manusia. Demikian  pula  teori  pembentukan  modal  manusia,  dan 
pembangunan sumberdaya menganggap bahwa manusia hanya sebagai media, 
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bukan merupakan tujuan akhir, hanyalah sebagai instrumen untuk menghasilkan 
barang-barang  yang  lebih  banyak.  Sebenarnya  manusia  bukan  hanya  sekedar 
faktor  modal tetapi manusia juga adalah tujuan akhir dan penerima manfaat dari 
proses pembangunan (Todaro, 2005) 
Sesuai dengan konsep pembangunan manusia, pendapatan hanyalah salah 
satu pilihan manusia walaupun termasuk yang terpenting. Tujuan pembangunan 
manusia ialah memperluas pilihan bukan hanya pendapatan. Oleh karena itu, 
pendapatan hanyalah media bukan tujuan akhir, karena pendapatan dapat 
digunakan untuk tujuan yang buruk bagi kehidupan manusia. Kesejahteraan 
masyarakat tergantung kepada cara penggunaan pendapatan tesebut, bukan 
kepada tingkat pendapatan itu. 
Pada umumnya model dari pertumbuan ekonomi diarahkan untuk 
meningkatkan GDP dan tidak memasukkan peningkatan kualitas kehidupan. 
Pertumbuhan GDP memang penting, tetapi tidak cukup untuk pembangunan 
manusia. Demikian pula teori pembentukan modal manusia, dan pembangunan 
sumberdaya menganggap bahwa manusia hanya sebagai media, bukan merupakan 
tujuan akhir, hanyalah sebagai instrument untuk menghasilkan barang-barang yang 
lebih banyak. Sebenarnya manusia bukan hanya sekedar faktor modal tetapi 
manusia juga adalah tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses pembangunan 
(Todaro, 2005). 
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia 
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang 
juga sebagai indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan 
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manusia secara terukur dan representative. IPM dipekenalkan pertama kali periode 
1990 oleh United Nations Development Program. Indeks pembangunan manusia 
mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi umat manusia dan secara 
operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan 
upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup 
(longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living standards). 
Peluang hidup dihitung berdasarka angka harapan hidup ketika lahir, 
pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf 
penduduk berusia 15 periode keatas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran 
per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity). Nilai 
IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh Negara atau wilayah itu 
telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 periode, 
pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingakat 
pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin 
dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat dengan 
jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Karena hanya mencakup 
tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang 
kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. (UNDP, 1995). 
IPM kemudian disempurnakan oleh United Nation Development Programme 
(1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran 
keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran “bobot” manusia saja tidaklah 
cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan 
dengan kondisi fisik dan nonfisik manusia. Alasannya pembangunan manusia 
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adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan 
kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian formulasi IPM diukur 
dari indeks kematian bayi 1000 kelahiran hidup, rata-rata panjangnya usia penduduk 
dan kemampuan penduduk utnuk baca tulis (melek huruf) serta penghasilan 
perkapita. 
Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang 
digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu 
tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).Tingkat 
pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-
rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), standar kehidupan diukur dengan 
tingkat pengeluaran perkapita per periode. 
Gambar 2.1 
Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia 
Dimensi     Umur Panjang                                        Kehidupan 
      dan Sehat                        Pengetahuan   yang layak 
 
Indikator    Angka harapan                Angka melek       Rata-rata             Pengeluaran 
                  Hidup pada saat lahir      huruf  (Lit)           Lama sekolah       (Capita riil  
                                                                                            (MYS)              yang disesu 
                                           aikan) PPP*)         
                                                                                                                    rupiah 
 
        Indeks Lit            Indeks MYS                                                               
  
 
Indeks         Indeks harapan hidup      Indeks pendidikan             Indeks pendapatan 
Dimensi 
 
 
 
Indeks Pembangunan Manusia 
*) PPP : Purchasing Power Parity 
Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia (2010 : 20) BPS 
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2.1.2.1 Komponen-komponen IPM  
1. Indeks Harapan hidup 
Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah periode hidup yang 
diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan 
informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per periode variabel e0 
diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat 
masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang 
yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka 
harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian 
Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata 
anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. 
Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan 
oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan 
cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan 
minimumnya. 
2. Indeks Pendidikan 
Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu 
angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang 
digunakan adalah penduduk berumur 15 periode ke atas karena pada 
kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. 
Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi 
sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 periode masih 
dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-
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rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan 
harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), 
dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca 
tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan 
cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang 
dimiliki penduduk. 
3. Indeks Hidup Layak 
Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP 
mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. 
Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak 
memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur 
produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat 
yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar 
provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 
komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 
dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah 
distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang 
disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). 
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Beberapa ahli ekonomi mengutarakan berbagai macam pendapat dan 
teorinya mengenai pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan 
ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 
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bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 
makroekonomi dalam jangka panjang. Di dalam ilmu ekonomi tidak hanya ada satu 
teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Namun demikian akan 
dipaparkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, Solow dan Teori ekonomi 
endogen. 
2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harod-Domar 
Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. 
Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan 
terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek 
(kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi 
dinamis). Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang 
menyangkut peranan investasi jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran 
investasi mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Harrod-Domar melihat 
pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua 
ekonom ini, pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses 
multiplier) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat 
melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang 
lebih panjang ini, investasi stok kapital misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan 
sebagainya ( Boediono, 1999) 
Teori Harrod-Domar ini menganalisa hubungan antara tingkat pertumbuhan 
dan tingkat inflasi. Dasar pemikirannya adalah bahwa pada tingkat pendapatan 
nasional tertentu yang cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja dengan tingkat 
upah di suatu periode berikutnya tidak akan mencukupi lagi untuk menyerap seluruh 
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tenaga kerja yang ada. Hal ini terjadi karena adanya tambahan kapasitas produksi 
pada periode awal dan tersedia pada periode berikutnya. Dengan demikian 
diperlukan tambahan dana yang untuk memncapai tingkat penyerapan tenaga kerja 
yang penuh pada periode berikutnya ini dengan menghitung hubungan antara dana 
model (capital stock=K) dan hasil produksinya (output=Y) atau dengan capital output 
ratio (COR). 
2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen 
Teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory) muncul 
dikarenakan kinerja teori neoklasik yang tidak memuaskan dalam menjelaskan 
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang telah menyebabkan 
kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan ekonomi neoKlasik. teori 
pertumbuhan endogen atau secara lebih sederhana disebut dengan teori 
pertumbuhan baru (new growth theory), menyajikan suatu kerangka teoritis untuk 
menganalisis pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan Gross National 
Product (GNP) yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. 
Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu 
konsekuensi alamiah atas adanya ekulibrium jangka panjang. (Todaro, 2005) 
Model pertumbuhan endogen menggunakan persamaan sederhana sebagai 
berikut: 
Y=A . K 
Dimana A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan Y 
melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Rumusan tersebut 
menekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal 
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manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas 
yang melampaui keuntungan pihak swasta yang melakukan investasi itu, dan 
kelebihannya cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil. Pada saat 
selanjutnya, hal tersebut akan menciptakan peluang-peluang investasi barusehingga 
hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yangmampu menciptakan proses 
pembangunan yang berkesinambungan (sustained development) dalam jangka 
panjang (Todaro, 2005). 
2.1.4 Konsep Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapakan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa., 
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah terdiri atas pendapatan, pengeluaraan, dan pembiayaan daerah. 
Pengeluaran daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 
satu periode anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah 
dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir 
dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 
antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran 
dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau 
memperluas kesempatan kerja adalah tidak mamadai. Melainkan harus 
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memperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkatkan 
pendapatannya.  
Pengeluaran daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua 
golongan yaitu; Pertama, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan 
untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pengeluaran 
pegawai,pengeluaran barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran 
rutin lainnya.Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya 
dalam rangkamenjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan 
operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah 
kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu 
sertamenjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1996). 
Kedua, pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk 
membiayai pembangunan infrastruktur, sosial dan umum dan yang bersifat 
menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik 
maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Putri, 2011). Anggaran 
pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang 
dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai urusan sesuai dengan 
prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih 
ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dankondusif bagi 
berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara 
keseluruhan dengan keterbatasan sumberpembiayaan yang tersedia maka 
pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin. 
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2.1.4.1 Pengeluaran Pemerintah Urusan Pendidikan 
Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada 
kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga 
investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat 
menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu 
wilayah (Bastias, 2010).  
Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan 
formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat 
berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat 
adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia 
yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi 
dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas 
masyarakat (Bastias, 2010).  
Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu; Meningkatnya secaraumum 
kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan. 
Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja. 
Memungkinkannya penyerapan Infomasi baru secara lebih cepat dan penerapan 
proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan 
hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. 
Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, 
kemampuan organisasional, mengambil resiko yangmoderat dan merencanakan 
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dalam jangka panjang. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih 
sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. 
Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui 
berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan 
keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara  
produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi 
pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas.  
Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi 
kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan 
bangsa tersebut. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan 
merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 
Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk 
penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan 
bagi penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen 
merupakan realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012). 
2.1.4.2 Pengeluaran Pemerintah Urusan Kesehatan 
Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa 
kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. 
Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi 
setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia 
berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu 
pertumbuhan ekonomi (Wahid, 2012). Negara sedang berkembang seperti 
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Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah 
harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk 
meingkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan 
harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. 
Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa 
sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan presentase 
pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap 
tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan 
pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap 
peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran 
pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya 
secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor 
kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan 
alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus 
dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. 
2.1.4.3 Pengeluaran Pemerintah Urusan Ekonomi 
Pengeluaran Pemerintah urusan belanja ekonomi adalah salah satu indikator 
kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi 
secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata 
tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor 
mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat 
menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila 
suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas 
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perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi 
dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Musgrave (1950) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran 
(budget policy) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu: 
1. Resources Transfer (perpindahan sumber daya). Kebijakan anggaran 
pemerintah berupa perubahan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan 
terjadi pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada 
masyarakat (publik). Kenaikan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan 
barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam 
perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan 
menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah 
dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian. 
2. Incident (distribusi pendapatan). Perubahan alokasi input akibat perubahan 
kebijakan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi 
pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai full employment jika 
pengeluaran pemerintah meningkat berarti transfer input dari swasta kepada 
penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Di 
sisi lain peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan pendapatan 
masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan input 
untuk publik. 
3. Output Effect (perubahan terhadap output). Menganalisis bagaimana fungsi 
pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan 
pajak. Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat. 
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Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat 
output dalam suatu perekonomian (Product Domestic Bruto/PDB) maupun 
penerimaan riil. Seperti diketahui perubahan pengeluaran pemerintah 
menyebabkan adanya perubahan alokasi input yang selanjutnya 
mempengaruhi output yang akan dihasilkan dalam perekonomian. 
Perubahan di dalam distribusi dikenal sebagai timbulnya anggaran 
berimbang. Anggaran berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah 
seluruhnya dikembalikan lagi kepada masyarakat. 
Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam 
menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan 
menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi 
akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju 
pertumbuhan perekonomian. 
2.2 Kajian Empiris 
Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 
sesuai dengan penelitian ini mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 
indeks pembangunan manusia antara lain; 
Septiana M, Vekie A, dan Hanly (2015) meneliti tentang pengaruh 
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks 
pembangunan manusia di sulawesi utara. Model analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda, dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil regresi menunjukkan 
bahwa variabel pengeluaran pemerintah di urusan pendidikan berpengaruh positif, 
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yaitu meningkat secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 
Dan variabel pengeluaran pemerintah di urusan kesehatan berpengaruh negatif, 
secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 
Sulawesi Utara. 
Achmad Nurur Rofiqi, Sutikno dan Andri Wijanarko (2012) melakukan 
penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan 
PDRB per kapita terhadap IPM di pulau madura periode 2002-2011. Dengan 
menggunakan metode analisis regresi berganda dan memperoleh beberapa hasil 
sebagai berikut; 1)Pengeluaran pemerintah berpengaruh negative dan tidak 
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia; 2)Pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, 3)PDRB 
perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
Meyliana Astri (2013) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah 
sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia, hasilnya menunjukan 
bahwa tingkat pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan secara 
serempak memberikan pengaruh positif dengan ditunjukkan koefisien yang positif 
pada dua variable bebas tersebut, sehingga tetap memberikan pengaruh signifikan 
terhadap IPM, meskipun dengan tingkat pengaruh yang rendah. 
Sanusi Fattah dan Aspa Muji (2012) meneliti tentang pengaruh alokasi 
pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 
Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian tersebut data yang 
digunakan yaitu data sekunder pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, 
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kesehatan, dan ekonomi serta IPM Kabupaten Jeneponto dari periode 1998 sampai 
2007 dengan menggunakan multiple regression model dengan kesimpulan bahwa 
alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Jeneponto. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada 
bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan 
berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan 
penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna 
memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.  
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1996). 
Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam 
mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari 
setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 
antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Pengeluaran pemerintah 
dalam hal ini pengeluaran urusan pendidikan, dan urusan kesehatan merupakan 
kewajiban pemerintah sebagai bentuk pelayanan bagi seluruh masyarakat agar 
masyarakat tersebut mampu mengakses sarana dan prasarana pendidikan dan 
kesehatan dengan terjangkau dan berkualitas. Sementara pengeluaran pemerintah 
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untuk urusan ekonomi merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk 
pembangunan ekonomi agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi.  
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana salah satu bentuk untuk melihat 
keberhasilan dari pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan 
ekonominya dalam hal ini PDRB. Akan tetapi belum menjadi sebuah kepastian 
bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia.  
Menurut para ahli mengenai kualitas pembangunan manusia dapat 
disimpulkan bahwa salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dalam pembangunan ekonomi  yaitu menggunakan Indeks 
Pembangunan Manusia. IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan 
manusia. Apabila digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan seperti 
berikut : 
Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 memperlihatkan hubungan antar variabel independen dalam hal 
ini pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan, urusan kesehatan dan urusan ekonomi secara langsung terhadap 
variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun secara tidak 
langsung melalui variabel perantara (pertumbuhan ekonomi). Pengaruh secara 
langsung yang digambarkan diatas menjelaskan hubungan pengeluaran pemerintah 
terhadap IPM. Kemudian pengaruh secara tidak langsung pada gambar diatas 
adalah pengaruh pengeluarah pemerintah daerah terhadap IPM melalui 
pertumbuhan ekonomi. Sehingga hal tersebut memperlihatkan secara umum 
pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap IPM tersebut. 
2.4 Hipotesis 
Sesuai dengan tujuan, kerangka pemikiran, dan hasil-hasil penelitian 
terdahulu, maka hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut : 
1. Diduga pengeluaran pemerintah urusan pendidikan secara langsung 
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. 
2. Diduga pengeluaran pemerintah urusan kesehatan secara langsung 
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. 
3. Diduga pengeluaran pemerintah urusan ekonomi secara langsung 
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. 
4. Diduga pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan 
urusan ekonomi bersama-sama berpengaruh positif terhadap indeks 
pembangunan manusia secara tidak langsung melalui pertumbuhan 
ekonomi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Pemecahan masalah dalam penelitian ini diawali dengan studi literatur yang 
mencakup kajian teori, penelitian empiris sebelumnya dan model yang relevan 
dengan masalah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. 
Hubungan variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan model ekonometri 
analisis jalur (path analysis). 
3.1 Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian adalah di Kota Makassar yang merupakan ibukota 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Sulawesi Selatan dan instansi terkait yang dianggap mewakili ruang lingkup 
penelitian. 
3.2 Variabel Penelitian 
Varibel dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) 
sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya adalah 
pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan ekonomi 
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 
(variabel perantara) 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan  digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder. 
Data tersebut dalam bentuk panel data (pooled data)  yang merupakan gabungan 
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data time series periode 2010-2014 dan data cross section beberapa kabupaten 
pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. Data-data yang dimaksud yaitu pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta data Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dan data pertumbuhan ekonomi. 
Adapun sumber data diperoleh dari pengumpulan data baik dari instansi 
maupun publikasi : 
a. Data IPM dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari publikasi Badan Pusat 
Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan dalam Angka berbagai 
periode terbitan). 
b. Data pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, kesehatan dan  ekonomi 
diperoleh dari Internet (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral 
Perimbangan Keuangan melalui situs www.djpk.kemenkeu.go.id dan 
www.jdih.kemenkeu.go.id ), dan melalui Laporan Statistik berbagai periode 
terbitan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi  Sulawesi Selatan dan situs 
www.bps.go.id 
 
3.4 Metodologi Penelitian 
 Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan 
menggunakan software AMOS versi 22 dan SPSS 19. Analisis jalur adalah cikal bakal 
munculnya persamaan struktural, hal ini bermula dari penelitian Wright tahun 1918, 
1921, 1934, 1960 (dalam Ghozali, 2008;3) di bidang biometrika. Analisis jalur 
merupakan perluasan dari analisis regresi yang digunakan untuk menerangkan akibat 
langsung, akibat tidak langsung dan akibat total seperangkat variabel sebagai variabel 
penyebab terhadap seperangkat variabel lain yang merupakan variabel akibat. 
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Analisis jalur dapat menerangkan hubungan antara satu atau beberapa variabel 
dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Masing-masing variabel 
dependen dan independen dapat berbentuk faktor atau konstruk yang dibangun dari 
beberapa variabel indikator ataupun dapat berbentuk tunggal yang dapat diukur 
langsung. 
Secara umum path analysis dibedakan atas pengaruh atau yang biasa disebut  
effect (Schumaker dan Lomax, 1996 dalam Wijayanto 2008) pengaruh langsung 
(direct effect), tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh keseluruhan (total effect). 
Analisis jalur bukan ditujukan untuk menghasilkan sebuah model namun lebih 
ditujukan untuk menguji kesesuaian model (fit) dengan cara membandingkan matriks 
korelasi dari dua atau lebih model yang dibandingkan. Model terbaik dipilih 
berdasarkan nilai goodness of fit. Level of significancy dalam analisis ini adalah 
sebesar 5% yang dapat diartikan bahwa tingkat kesalahan yang dapat ditolerir adalah 
sebesar 5%. Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
𝒀𝟏 = f (X1,X2,X3) ................................................................................ (1) 
𝒀𝟐 = f (X1,X2,X3,𝒀𝟏) ........................................................................... (2) 
Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas untuk 
persamaan (1) dan (2) berikut: 
𝒆𝒚𝟏      = 𝛂𝟎  .  𝑿𝟏
𝛂𝟏  .  𝑿𝟐
𝛂𝟐  .  𝑿𝟑
𝛂𝟑  . 𝓮µ𝟏 ....................................................... (1.1) 
𝒆𝒚𝟐   =  𝜷𝟎 .  𝑿𝟏
𝜷𝟏  .  𝑿𝟐
𝜷𝟐 .  𝑿𝟑
𝜷𝟑 .  𝓮𝜷𝟒𝒚𝟏+µ𝟐 .............................................. (2.1) 
Secara matematis dapat dispesifikasikan ke dalam model Linlog (Linear 
Logaritma) untuk persamaan (1.1) dan (2.1) sebagai berikut : 
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𝒀𝟏        = Ln𝛂𝟎 + 𝛂𝟏𝐋𝐧𝑿𝟏 + 𝛂𝟐𝐋𝐧𝑿𝟐 + 𝛂𝟑𝐋𝐧𝑿𝟑+ 𝟏 ................................. (1.2) 
𝒀𝟐 = Ln𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐋𝐧𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝐋𝐧𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝐋𝐧𝑿𝟑+𝜷𝟒𝒀𝟏 + 𝟐 ..................... (2.2) 
 Subtitusi persamaan (1.2)  ke persamaan (2.2)  : 
𝒀𝟐       = Ln𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐋𝐧𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝐋𝐧𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝐋𝐧𝑿𝟑+𝜷𝟒(𝐋𝐧𝛂𝟎  + 𝛂𝟏𝐋𝐧𝑿𝟏 + 𝛂𝟐𝐋𝐧𝑿𝟐 +
    𝛂𝟑𝐋𝐧𝑿𝟑 +  𝟏) + 𝟐 
𝒀𝟐       = ( Ln𝜷𝟎 + 𝜷𝟒𝐋𝐧𝛂𝟎) +  ( 𝛂𝟏𝜷𝟒𝐋𝐧 + 𝜷𝟏𝐋𝐧) (𝑿𝟏) + (𝛂𝟐𝜷𝟒𝐋𝐧 + 𝜷𝟐𝐋𝐧) (𝑿𝟐) +
(𝛂𝟑𝜷𝟒𝐋𝐧 + 𝜷𝟑𝐋𝐧) (𝑿𝟑) + (𝜷𝟒𝟏 + 𝟐) 
𝒀𝟐       = 𝜸𝟎 + 𝜸𝟏𝑿𝟏 + 𝜸𝟐𝑿𝟐 + 𝜸𝟑𝑿𝟑+ 𝟑 ........................................................... (3) 
Keterangan: 
𝑌1 : Pertumbuhan Ekonomi 
𝑌2 : IPM (Indeks Pembangunan Manusia)  
𝑋1 : Pengeluaran pemerintah urusan pendidikan 
𝑋2 : Pengeluaran pemerintah urusan kesehatan 
𝑋3 : Pengeluaran pemerintah urusan ekonomi 
α1 :Pengaruh pengeluaran pemerintah urusan pendidikan (𝑋1) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (𝑌1) 
α2 :Pengaruh pengeluaran pemerintah urusan kesehatan (𝑋2) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (𝑌1) 
α3 :Pengaruh pengeluaran pemerintah urusan ekonomi (𝑋3) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (𝑌1) 
𝛽1 :Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan (𝑋1) 
terhadap indeks pembangunan manusia/IPM  (𝑌2) 
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𝛽2 :Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah urusan kesehatan (𝑋2) 
terhadap indeks pembangunan manusia/IPM  (𝑌2) 
𝛽3 :Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah urusan ekonomi (𝑋3) terhadap 
indeks pembangunan manusia/IPM  (𝑌2) 
𝛽4 :Pengaruh pertumbuhan ekonomi (𝑌1) terhadap indeks pembangunan 
manusia/IPM  (𝑌2) 
3.5 Uji Kesesuaian (Goodness of fit) 
Goodness-of-fit mengukur kesesuaian input observasi (matrik kovarian atau 
korelasi) dengan prediksi dari model yang diajukan (proposed model). Goodness- of-
fit ini memiliki 3 jenis ukuran, yaitu; 
1. Absolute fit measure yaitu mengukur model fit secara keseluruhan (baik 
model struktural maupun model pengukuran secara bersamaan). Kriterianya 
dengan melihat nilai chi-square, goodness-of-fit Index (GFI), dan root mean 
square error of approximation (RMSEA); 
2. Incremental fit measures yaitu ukuran untuk membandingkan model yang 
diajukan (proposed model) dengan model lain yang dispesifikasi oleh   
peneliti. Kriterianya dengan melihat nilai adjusted goodness-of-fit index 
(AGFI), turker- lewis index (TLI), dan comparative fit index (CFI), serta 
3. Parsimonious fit measures yaitu melakukan adjustment terhadap 
pengukuran  fit untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah 
koefisien yang berbeda. Kriterianya dengan melihat nilai parsimonious 
goodness of fit (PGFI) dan normed chi-square. 
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Tabel 3.1 
Kriteria Goodness of Fit 
Ukuran Goodness of Fit Batas Penerimaan 
Goodness of Fit 
Chi Square semakin kecil semakin baik 
GFI 0,80≤GFI≤1 
RMSEA 0,05≤RMSEA≤0,08 
TLI 0,80≤GFI≤1 
NFI 0,80≤GFI≤1 
    Sumber: Wijanto, 008: 61-62 
 
3.6 Defini Operasional Variabel 
Adapun definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :  
a. Pengeluaran pemerintah urusan pendidikan (𝑋1) adalah realisasi pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan di beberapa kabupaten pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan periode 2010-2014 dinyatakan dalam rupiah. (realisasi 
APBD per urusan kabupaten se-Indonesia) 
b. Pengeluaran pemerintah urusan kesehatan (𝑋2) adalah realisasi pengeluaran 
pemerintah urusan kesehatan di beberapa kabupaten pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan periode 2010-2014 dinyatakan dalam rupiah. (realisasi 
APBD per urusan kabupaten se-Indonesia) 
c. Pengeluaran pemerintah urusan ekonomi (𝑋3) adalah realisasi pengeluaran 
pemerintah urusan ekonomi di beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi 
Selatan periode 2010-2014 dinyatakan dalam rupiah. (realisasi APBD per 
urusan kabupaten se-Indonesia) 
d. Pertumbuhan ekonomi (𝑌1) adalah laju pertumbuhan ekonomi di beberapa 
kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 yang diukur 
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dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 
dinyatakan dalam persen. 
e. Indeks pembangunan manusia (𝑌2) adalah indeks komposit yang digunakan 
untuk mengukur taraf kualitas hidup manusia di beberapa kabupaten pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 (dilihat dari indeks pendidikan, 
indeks kesehatan dan daya beli sebagai tolak ukur) dan dinyatakan dalam 
persen. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 
Gambaran umum penelitian terdiri dari kondisi geografis daerah penelitian, 
perkembangan demografis, serta perkembangan perekenomian di beberapa 
kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. 
4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian  
Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 
secara geografis merupakan daerah berbasis kelautan yang sangat besar. Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang 1.937,7 km dengan keseluruhan 
wilayah pesisir dan laut adalah seluas kurang lebih 60.000 km2 dan luas perairan 
laut sebesar 266.877 km2. Itu dikarenakan dari 24 kabupaten yang terdapat di 
Provinsi Sulawesi Selatan, 2/3 diantaranya adalah kabupaten yang memiliki wilayah 
pesisir dan laut atau disebut juga beberapa kabupaten pesisir. Selain itu Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki 263 pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa 
kabupaten/kota diantaranya makassar, kabupaten selayar, kabupaten bone, dan 
kabupaten pangkaje’ne dan kepulauan (pangkep).  
Posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48’ - 122°36’ Bujur 
Timur dan 0° 12’ - 8° Lintang Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 
Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah 
timur. Batas sebelah barat dan selatan masing-masing adalah Selat Makassar dan 
Laut Flores. Posisi tersebut menempatkannya sebagai pintu gerbang bagi daerah 
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Sulawesi lainnya bahkan Kawasan Timur Indonesia melalui perhubungan laut 
(pelabuhan Soekarno-Hatta), darat (titik awal trans-Sulawesi) dan udara (bandar 
udara Sultan Hasanuddin).  
Letak geografis keseluruhan kabupaten pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan 
berada pada 0° 12° − LS dan 116° 48′ −  122° 36′BT, dengan wilayah perairan yaitu 
Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Wilayah perairan Selat Makassar 
berbagi dengan pesisir Kalimantan, wilayah perairan Laut Flores berbagi dengan 
pesisir Flores dan wilayah perairan Teluk Bone berbagi dengan pesisir Sulawesi 
Tenggara (PERGUB No.40 periode 2014). Sementara itu dengan keadaan geografis 
seperti itu, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya kabupaten pesisir memiliki potensi 
sumber daya laut yang sangat besar pula. Adapun beberapa potensi yang dimiliki 
berdasarkan kategori diatas adalah: 1) sumberdaya alam yang dapat pulih 
(renewable resources) seperti perikanan, rumput laut, hutan bakau, tambak udang, 
dan sebagainya, 2) sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources) seperti 
sumberdaya minyak dan gas bumi serta tambang pasir besi dan, 3) jasa lingkungan, 
seperti pariwisata bahari, industri kapal, dan transportasi. 
 Di Sulawesi Selatan terdapat 19 kabupaten/kota yang memiliki wilayah 
pesisir dan laut, namun hanya 10 kabupaten yang dapat dikategorikan sebagai 
kabupaten pesisir, yaitu diantaranya Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten 
Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, 
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo dan 
Kabupaten Luwu.  Berikut luas wilayah kabupaten pesisir yang berada di Sulawesi 
Selatan periode 2014; 
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Tabel 4.1 
Luas Wilayah Kabupaten Pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014 
Wilayah Sulawesi 
Selatan 
Luas Wilayah 
(km2) 
Persentase 
(%) 
Kab. Selayar 903.5 1.97 
Kab. Bulukumba 1154.67 2.52 
Kab. Bantaeng 395.83 0.86 
Kab. Jeneponto 903.35 1.97 
Kab. Takalar 566.51 1.24 
Kab. Pangkep 1112.29 2.43 
Kab. Barru 1174.71 2.57 
Kab. Wajo 2506.2 5.48 
Kab. Pinrang 1961.17 4.29 
Kab. Luwu 3000.25 6.56 
 
    Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
Berdasarkan Tabel 4.1, menunjukkan Kabupaten Luwu merupakan 
kabupaten pesisir yang memiliki luas wilayah terbesar yakni sekitar 3000.25km2 atau 
6.56 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu kabupaten pesisir 
dengan luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Bantaeng dengan luas 395.83 km2 
atau kurang lebih 0.86  persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.  
4.1.2 Perkembangan Demografis Daerah Penelitian  
Kondisi demografi di kabupaten pesisir Sulawesi Selatan ditandai 
pertumbuhan penduduk yang positif dan populasi yang terus bertambah. Dalam lima 
tahun terakhir jumlah penduduk di beberapa kabupaten pesisir Sulawesi Selatan 
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terus mengalami peningkatan dari periode ke periode. Berikut data jumlah penduduk 
di beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014; 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan  
Periode 2010-2014 (dalam ribuan jiwa) 
 
Kabupaten/Kota 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 122.0 124.1 125.6 127.2 128.7 
Kab. Bulukumba 394.5 399.0 401.9 404.9 407.8 
Kab. Bantaeng 176.6 178.6 179.8 181.0 182.3 
Kab. Jeneponto 342.7 346.3 348.7 351.1 353.3 
Kab. Takalar 269.6 273.9 277.2 280.6 283.8 
Kab. Pangkep 305.7 310.3 313.7 317.1 320.3 
Kab. Barru 165.9 167.5 168.4 169.3 170.3 
Kab. Wajo 385.1 387.8 389.3 390.6 392.0 
Kab. Pinrang 351.1 355.3 358.3 361.3 364.1 
Kab. Luwu 332.4 337.0 340.5 343.8 347.1 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kabupaten pesisir 
dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 
penduduk sebanyak 407.8 ribu jiwa atau sekitar 4.83 persen dari total penduduk di 
Provinsi Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya kabupaten 
pesisir dengan jumlah penduduk terbanyak kedua ditempati oleh Kabupaten Wajo 
dengan jumlah penduduk sebanyak 392ribu jiwa. Pada Tabel 4.2 juga menunjukkan 
bahwa pada tahun 2014 kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah 
Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni sebanyak 128,7ribu jiwa atau hanya sekitar 
1,53 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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4.1.3 Perkembangan Perekonomian di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan Periode 2010-2014 
Perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan fluktuatif namun 
terus meningkat dengan pencapaian di atas rata-rata nasional. Sebagaimana dalam 
periode 2010-2014, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas 
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, namun dengan laju yang lebih tinggi. 
Pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan periode-periode terakhir ini 
menjadikan perekonomian wilayah ini akan memburu ketertinggalannya. Di samping 
itu, dengan pertumuhan tinggi tersebut, Sulawesi Selatan diharapkan mampu 
mengelola perekonomian wilayah Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. 
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya kabupaten 
pesisir dapat dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berarti 
bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa yang berlaku 
pada tahun dasar. Maksud perhitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan 
rill ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga baik inflasi maupun 
deflasi.  Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku berarti bahwa nilai PDRB 
dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa yang berlaku pada tahun tersebut 
atau disebut juga dengan harga nominal. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 
pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai 
keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasil dalam waktu satu periode di 
wilayah tersebut. Selama periode 2010-2014 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di 
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beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.4 
sebagai berikut; 
Tabel 4.3 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Beberapa 
Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2014  
(dalam milyar rupiah) 
 
Wilayah Sulawesi 
Selatan 
PDRB ADHB (Milyar Rupiah) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Kab.  Selayar 1807.29 2119.81 2464.94 2879.79 3463.52 
Kab. Bulukumba 4740.63 5306.44 6243.26 7170.12 8345.26 
Kab. Bantaeng 2696.30 3247.12 3825.42 4337.70 4936.80 
Kab. Jeneponto 3556.09 4098.42 4720.38 5358.35 6139.98 
Kab. Takalar 3321.67 3802.52 4366.04 4962.95 5809.96 
Kab. Pangkep 8652.63 9997.62 11766.21 13508.09 15921.63 
Kab. Barru 2560.34 2914.97 3363.62 3816.79 4396.91 
Kab. Wajo 7520.13 8945.02 10166.67 11620.59 13568.44 
Kab. Pinrang 6595.39 7549.54 8738.25 9847.32 11358.26 
Kab. Luwu 5123.99 5874.84 6698.54 7679.83 9006.39 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
Secara agregat, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
Provinsi Sulawesi Selatan dari periode 2010  hingga periode 2014  tetap 
menunjukkan peningkatan yang konsisten selama kurung waktu tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah di setiap kabupaten pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan telah mengolah sumber daya dan seluruh potensi yang 
dimiliki dengan efisien. Hal ini juga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan 
yang akan diambil oleh para pemerintah daerah masing-masing kabupaten pesisir di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Tabel 4.4 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Beberapa 
Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2014  
(dalam milyar rupiah) 
 
Wilayah Sulawesi 
Selatan 
PDRB ADHK (Milyar Rupiah) 
2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 1807.29 1967.83 2122.81 2317.79 2530.65 
Kab. Bulukumba 4740.63 5000.76 5483.24 5910.22 6395.65 
Kab. Bantaeng 2696.30 2949.29 3234.46 3525.95 3805.22 
Kab. Jeneponto 3556.09 3856.3 4147.46 4423.31 4764.31 
Kab. Takalar 3321.67 3573.9 3809.14 4144.47 4517.63 
Kab. Pangkep 8652.63 9503.81 10288.64 11248.99 12391.77 
Kab. Barru 2560.34 2768.52 3000.72 3238.15 3453.22 
Kab. Wajo 7520.13 8280.58 8819.11 9424.44 10286.6 
Kab. Pinrang 3595.39 7104.14 7708.9 8270.31 8941.22 
Kab. Luwu 5123.99 5528.31 5915.1 6373.02 6929.57 
       Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian  
4.2.1 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Beberapa 
Kabupaten Pesisir  Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2014 
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di beberapa kabupaten 
pesisir Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 secara umum 
mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dimana hal tersebut dapat 
dilihat pada tabel 4.5 tentang data indeks pembangunan manusia di beberapa 
kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan; 
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Tabel 4.5 
Indeks Pembangunan Manusia di Beberapa Kabupaten pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan Periode 2010-2014 
 
Wilayah 
Sulawesi 
Selatan 
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Rata-
rata 
Kategori  
2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 62.15 62.53 62.87 63.16 63.66 62.874 Menengah bawah 
Kab. Bulukumba 62.73 63.36 63.82 64.27 65.24 63.884 Menengah bawah 
Kab. Bantaeng 62.46 63.07 63.99 64.88 65.77 64.034 Menengah bawah 
Kab. Jeneponto 58.31 58.95 59.62 60.55 61.45 59.776 Menengah bawah 
Kab. Takalar 60.23 60.83 61.66 62.58 63.53 61.766 Menengah bawah 
Kab. Pangkep 62.79 63.60 64.30 65.24 66.16 64.418 Menengah bawah 
Kab. Barru 64.94 65.73 66.07 67.02 67.94 66.340 Menengah atas 
Kab. Wajo 63.07 64.00 64.88 65.79 66.49 64.846 Menengah bawah 
Kab. Pinrang 66.25 66.96 67.64 68.14 68.92 67.582 Menengah atas 
Kab. Luwu 63.95 64.71 65.43 66.39 67.34 65.564 Menengah bawah 
Sulawesi Selatan 66.00 66.65 67.26 67.92 68.49 67.264 Menengah atas 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
Pada Tabel 4.5, IPM di beberapa kabupaten pesisir mengalami trend 
peningkatan dari periode 2010 sampai  periode 2014. Namun, angka tersebut masih 
berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya Kabupaten Pinrang 
yang memiliki nilai IPM di atas rata-rata IPM Provinsi Sulawesi-Selatan dengan 
angka 67.582 dan Kabupaten Barru dengan nilai IPM 66.340 yang masuk dalam 
kategori menengah atas. Sedangkan kabupaten pesisir yang lainnya berada pada 
daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia kategori menengah bawah 
yang masing-masing masih di bawah rata-rata indeks pembangunan manusia 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan tinggi 
(IPM ≥ 80), kategori menengah atas (66≤IPM<80), kategori menengah bawah 
(50≤IPM<66), dan kategori rendah (IPM<50). Berdasarkan kriteria tersebut maka 
kabupaten-kabupaten pesisir Sulawesi Selatan pada periode 2014 merupakan 
daerah dengan IPM kategori menengah atas dan menengah bawah.  
4.2.2 Pengeluaran Pemerintah Urusan Pendidikan di Beberapa Kabupaten 
Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 
Pemerintah Sulawesi Selatan telah menempatkan sektor pendidikan sebagai 
prioritas utama pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah 
(RPJMPD) Sulawesi Selatan periode 2008-2013, sektor pendidikan bersama dengan 
sektor kesehatan menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan 
daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah 
benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Sulawesi Selatan sejak periode 
2008 telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh 
kabupaten/kota.  
Bersamaan dengan itu, juga telah dikembangkan berbagai kebijakan lainnya 
seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, 
pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca.  
Data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan di beberapa kabupaten pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung 
berfluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang 
semakin meningkat. Berikut data pengeluaran pemerintah urusan pendidikan di 
beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014; 
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Tabel 4.6 
Pengeluaran Pemerintah Urusan Pendidikan di Beberapa Kabupaten Pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 (dalam jutaan rupiah) 
 
Kabupaten/Kota 
 Urusan Pendidikan Rata-
rata 2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 75.854 126.703 135.390 142.622 156.570 127.427 
Kab. Bulukumba 288.639 344.051 361.992 417.047 496.418 381.629 
Kab. Bantaeng 117.643 165.214 155.714 234.332 218.396 178.259 
Kab. Jeneponto 222.276 241.568 237.760 310.491 356.371 273.693 
Kab. Takalar 186.860 234.293 318.287 303.700 333.219 275.271 
Kab. Pangkep 200.657 298.754 337.959 383.775 421.192 328.467 
Kab. Barru 165.595 215.420 233.105 272.863 323.673 242.131 
Kab. Wajo 143.978 239.787 298.791 308.536 353.699 268.958 
Kab. Pinrang 203.209 250.907 298.655 339.272 404.580 299.324 
Kab. Luwu 175.469 222.132 250.366 305.940 377.449 266.271 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
(diolah) 
 
Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pinrang 
merupakan kabupaten pesisir dengan rata-rata pengeluaran pemerintah pada 
urusan pendidikan tertinggi dari periode 2010 hingga periode 2014 masing-masing 
sebesar Rp381.629.400.000, Rp328.467.400.000 dan Rp299.324.600.000. 
Sedangkan Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Selayar  
merupakan kabupaten pesisir dengan rata-rata pengeluaran pemerintah di urusan 
pendidikan yang paling rendah dari tahun 2010 hingga 2014 masing-masing sebesar 
Rp242.131.200.000,  Rp178.259.800.000, Rp127.427.800.000. 
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4.2.3 Pengeluaran Pemerintah Urusan Kesehatan di Beberapa Kabupaten 
Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 
Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus merupakan 
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan 
hidup secara produktif. Sektor kesehatan bersama dengan sektor pendidikan 
merupakan salah satu sektor prioritas utama pembangunan di Provinsi Sulawesi 
Selatan, dan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) periode 2008-2013, kedua sektor ini menempati agenda pertama dari tujuh 
agenda pembangunan daerah. Untuk menunjang program utama ini oleh pemerintah 
Sulawesi Selatan sejak periode 2008 telah mencanangkan suatu program kesehatan 
gratis dengan harapan bahwa dengan program tersebut paling tidak telah membawa 
dampak pada berkurangnya belanja masyarakat untuk kepentingan pembayaran 
kesehatan yang selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat 
golongan ekonomi lemah.  
Data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan di beberapa kabupaten pesisir  Provinsi Sulawesi Selatan cenderung 
berfluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang 
semakin meningkat.  
Pada Tabel 4.7 menunjukkan tiga kabupaten pesisir dengan rata-rata belanja 
urusan kesehatan tertinggi dari tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah Kabupaten 
Pangkep, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Jeneponto masing-masing sebesar 
Rp89.997.600.000, Rp82.759.200.000, dan Rp82.514,200.000. Sedangkan tiga 
kabupaten pesisir dengan rata-rata belanja terendah pada urusan kesehatan dari 
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tahun 2010 hingga tahun 2014 adalah Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng dan 
Kabupaten Selayar masing-masing sebesar Rp 56.495.000.000, Rp49.348.400.000, 
dan Rp 46.620.600.000 
Tabel 4.7 
Pengeluaran Pemerintah Urusan  Kesehatan di Beberapa Kabupaten Pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 (dalam jutaan rupiah) 
 
Kabupaten/Kota 
Urusan Kesehatan 
Rata-rata 
2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 34.361 39.261 39.458 56.069 63.540 46.620,6 
Kab. Bulukumba 66.422 72.995 71.751 78.638 90.775 76.116,2 
Kab. Bantaeng 40.352 45.214 51.130 56.203 53.843 49.348,4 
Kab. Jeneponto 46.782 60.952 81.194 93.759 129.884 82.514,2 
Kab. Takalar 57.559 65.407 78.380 95.751 107.802 80.979,8 
Kab. Pangkep 72.431 73.058 86.123 98.389 119.987 89.997,6 
Kab. Barru 44.581 50.036 59.224 62.501 66.133 56.495,0 
Kab. Wajo 53.919 65.152 75.548 114.891 104.286 82.759,2 
Kab. Pinrang 56.323 62.368 73.451 82.213 105.251 75.921,2 
Kab. Luwu 41.329 52.841 62.631 73.365 93.796 64.792,4 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
(diolah) 
 
4.2.4 Pengeluaran Pemerintah Urusan Ekonomi di Beberapa Kabupaten 
Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 
Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian daerah, peranan 
pemerintah dapat dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun pemerintah 
daerah untuk berbagai belanja pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen 
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kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan 
pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen 
pemicu tumbuhnya perekonomian daerah yang salah satunya adalah belanja 
ekonomi. 
Tabel 4.8 
Pengeluaran Pemerintah Urusan  Ekonomi di beberapa Kabupaten Pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 (dalam jutaan rupiah) 
 
Kabupaten/Kota 
Urusan Ekonomi 
Rata-rata 
2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 39.554 42.139 42.341 73.804 90.339 57.635,4 
Kab. Bulukumba 43.311 49.131 54.157 64.695 67.728 55.804,4 
Kab. Bantaeng 47.134 23.948 58.728 71.113 71,112 54.407,0 
Kab. Jeneponto 63.321 70.231 94.167 82.495 86.029 79.248,6 
Kab. Takalar 45.074 55.858 61.794 75.700 80.050 63.695,2 
Kab. Pangkep 38.330 38.948 64.731 82.813 104.459 65.856,2 
Kab. Barru 36.702 39.730 39.005 52.520 60.316 45.654,6 
Kab. Wajo 36.120 42.452 66.415 59.437 70.694 55.023,6 
Kab. Pinrang 56.371 62.263 70.765 85.160 93.715 73.654,8 
Kab. Luwu 43.859 53.239 66.576 75.031 92.614 66.263,8 
 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
(diolah) 
 
Tabel 4.8 menunjukkan pengeluaran pemerintah di kabupaten-kabupaten 
pesisir Provinsi Sulawesi Selatan pada urusan ekonomi dari tahun 2010 hingga 
tahun 2014 berfluktuasi tetapi cenderung mengalami peningkatan.  Berdasarkan 
data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa kabupaten pesisir dengan rata-rata 
pengeluaran pemerintah tertinggi pada urusan ekonomi dari tahun 2010 hingga 
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tahun 2014 adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Luwu 
masing-masing sebesar Rp79.248.600.000, Rp73.654.800.000 dan 
Rp166.263.800.000. Sedangkan kabupaten pesisir dengan rata-rata pengeluaran 
pemerintah terendah pada urusan ekonomi pada periode 2009 hingga periode 2013 
adalah Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Barru masing-masing sebesar 
Rp54.407.000.000, dan Rp 45.654.600.000.  
4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi  
Perkembangan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten pesisir 
Sulawesi Selatan dalam kurun tahun 2010 hingga tahun 2014 berada pada kisaran 
7,7 persen. Dimana laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami 
pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung meningkat.  
Kabupaten pesisir yang memperoleh laju pertumbuhan ekonomi tertinggi 
adalah Kabupaten Pangkajene dan kepualauan dengan nilai rata-rata pada kisaran 
9,11 persen dan menyusul tiga kabupaten yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Takalar dan 
Kabupaten Luwu masing-masing memiliki nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 8.61 
persen, 8.12 persen, 7.70 persen, sedangkan kabupaten dengan laju pertumbuan 
ekonomi terendah adalah Kabupaten Bulukumba dengan nilai pertumbuhan sebesar 
7.37 persen.  
Berikut  tabel laju pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten pesisir 
Sulawesi Selatan  dari periode 2010 sampai periode 2014  dapat dilihat pada tabel 
4.9 dibawah ini; 
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Tabel 4.9 
Laju Pertumbuhan  Ekonomi di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi 
Selatan periode 2010-2014 (dalam persen) 
 
Kabupaten/Kota 
 Pertumbuhan ekonomi Rata-
rata  2010 2011 2012 2013 2014 
Kab. Selayar 7.96 8.88 7.88 9.18 9.18 8.616 
Kab. Bulukumba 5.71 5.49 9.65 7.79 8.21 7.370 
Kab. Bantaeng 8.32 9.38 9.67 9.01 7.92 8.860 
Kab. Jeneponto 6.59 8.44 7.55 6.65 7.71 7.388 
Kab. Takalar 8.66 7.59 6.58 8.8 9.00 8.126 
Kab. Pangkep 7.96 9.84 8.26 9.33 10.16 9.110 
Kab. Barru 6.06 8.13 8.39 7.91 6.64 7.426 
Kab. Wajo 5.85 10.11 6.5 6.86 9.15 7.694 
Kab. Pinrang 5.70 7.71 8.51 7.28 8.11 7.462 
Kab. Luwu 7.15 7.89 7.00 7.74 8.73 7.702 
Sulawesi Selatan  8.63 8.13 8.87 7.63 7.57 8.166 
     Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) 
4.3 Analisis Jalur (Path Analysis) 
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengolahan data yang telah dilakukkan 
menggunakan software SPSS 19 dan AMOS versi 22.  Sebagaimana yang telah 
dijelaskan pada Bab III tentang metodologi penelitian, bahwa penelitian ini akan 
membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, urusan 
kesehatan dan urusan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia secara 
langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi menggunakan path 
analysis model atau analisis jalur.  
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Sumber : Output AMOS versi 22 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diawali dengan melakukan pengujian 
kesesuaian model. Tapi sebelum melakukan pengujian tersebut, terlebih dahulu 
harus menggambarkan hubungan antar variabel dalam bentuk path diagram yang 
kemudian melakukan estimasi hasil atau hasil pengolahan data.  
4.3.1 Path Diagram dan Hasil Estimasi  
Dalam penelitian ini, digambarkan model path dari variabel pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan (x1), urusan kesehatan (x2) dan urusan ekonomi (x3) 
terhadap indeks pembangunan manusia (y2) secara langsung dan tidak langsung 
melalui pertumbuhan ekonomi (y1) dari 10 kabupaten pesisir di Provinsi Sulawesi 
Selatan selama periode 2010-2014. Setelah membentuk model berdasarkan teori 
maka didapatlah model analisis jalur dalam bentuk path diagram. Adapun bentuk 
path diagram hasil olah data menggunakan software AMOS versi 22 didapatkan 
sebagai berikut: 
Gambar 4.1 
Path diagram 
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Berdasarkan gambar path diagram diatas, dapat diturunkan dalam bentuk 
tabel hubungan antar variabel seperti dibawah ini: 
Tabel 4.10 
Hubungan Antar Variabel 
Variabel Koefisien 
Sifat 
Hubungan 
Urusan Pendidikan  IPM 0.368 Langsung 
Urusan Kesehatan  IPM 2.300 Langsung 
Urusan Ekonomi  IPM 0.322 Langsung 
Urusan Pendidikan  Pertumbuhan ekonomi -0.797 Langsung 
Urusan Kesehatan  Pertumbuhan ekonomi 1.098 Langsung  
Urusan Ekonomi  Pertumbuhan ekonomi 0.227 Langsung 
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi  Pertumbuhan 
Ekonomi  IPM 
0.160 Tidak 
langsung 
Sumber : Output AMOS versi 22 
 Dari hubungan antar variabel diatas, diperoleh model yang terdiri dari 7 paths 
tersusun atas 6 paths hubungan langsung dan 1 paths hubungan tidak langsung. 
Hubungan langsung berarti tidak ada variabel perantara yang menghubungkan satu 
variabel dengan variabel lainnya, sedangkan hubungan tidak langsung berarti ada 
variabel perantara yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. 
Besaran hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel dapat 
ditentukan persamaannya berdasarkan pada nilai koefisien. Pada hubungan 
langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan terhadap IPM  diperoleh dari 
kumulatif koefisien pengeluaran pemerintah urusan pendidikan terhadap IPM 
(pendidikanIPM). Hubungan langsung pengeluaran pemerintah urusan kesehatan 
terhadap IPM diperoleh dari kumulatif koefisien pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan terhadap IPM (kesehatanIPM), hubungan langsung pengeluaran 
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pemerintah urusan ekonomi terhadap IPM diperoleh dari kumulatif koefisien 
pengeluaran pemerintah urusan ekonomi terhadap IPM (ekonomiIPM). 
Hubungan langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi diperoleh dari kumulatif koefisien pengeluaran pemerintah 
urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi (pendidikan  pertumbuhan 
ekonomi). Hubungan langsung pengeluaran pemerintah urusan kesehatan terhadap 
pertumbuhan ekonomi  diperoleh dari kumulatif koefisien pengeluaran pemerintah 
urusan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi (kesehatan  pertumbuhan 
ekonomi), hubungan langsung pengeluaran pemerintah urusan ekonomi terhadap 
pertumbuhan ekonomi diperoleh dari kumulatif koefisien pengeluaran pemerintah 
urusan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi (ekonomi  pertumbuhan 
ekonomi), dan hubungan tidak langsung antara pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi 
diperoleh dari satuan pengeluaran pemerintah urusan pendidikan   pertumbuhan 
ekonomi  IPM atau (urusan pendidikan  pertumbuhan ekonomi) x (pertumbuhan 
ekonomi  IPM). 
4.3.2 Uji Kesesuaian (Goodness of Fit Test)  
Berdasarkan path diagram hasil pengolahan data dengan menggunakan 
program AMOS versi 22, maka dapat dilakukan untuk membentuk persamaan dan 
estimasi. Setelah estimasi dan persamaan terbentuk maka dilakukan uji goodness 
off fit test  ( kesesuaian model ) dan uji hipotesa. 
Adapun pengujian goodness of fit test  ( kesesuaian model ) didasarkan pada 
tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.11 
Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian (goodness of fit model) 
 
Ukuran Goodness of Fit 
Batas Penerimaan 
Goodness of Fit 
Hasil 
RMSEA 0.05≤RMSEA≤ 0.08 0.078 
TLI 0.80≤GFI≤1 0.962 
CFI 0.80≤GFI≤1 0.820 
NFI 0.80≤GFI≤1 0.930 
Sumber : Output AMOS versi 22 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan kriteria penerimaan pengujian 
goodness of fit test model, untuk ukuran kecocokan absolut yang menentukan 
derajat prediksi model secara keseluruhan (model struktural pengukuran) terhadap 
matriks korelasi dan kovarian adalah baik. Nilai Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 0.078 menunjukkan RMSEA close fit karena dibawah 0.08. 
Sedangkan berdasarkan ukuran kecocokan incremental yaitu membandingkan 
model yang diusulkan dengan dasar (baseline model) juga sangat baik karena 
Normed Fit Index (NFI) bernilai 0.930 atau biasa disebut good fit. Demikian juga nilai 
Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.962 termasuk dalam kriteria good fit. Sehingga 
secara keseluruhan model persamaan analisis jalur yang digunakan dapat diterima 
dan pengujian hipotesa dapat dilanjutkan. 
4.4 Uji Hipotesa  
Pengujian hipotesa dilakukan dengan menganalisis signifikansi besaran 
regression weight. Analisis ini dilakukan untuk menunjukkan besaran dari efek 
menyeluruh, efek langsung serta efek tidak langsung dari satu variabel terhadap 
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variabel lainnya. Adapun yang dijadikan dasar pengambilan keputusan atas 
regression weight adalah: 
 Jika p-value < 𝑎𝑙𝑝𝑎 0.05 maka H0 ditolak  dan H1 diterima, artinya ada 
pengaruh antara variabel secara statistik. 
 Jika p-value> 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak 
ada pengaruh antara variabel secara statistik. 
Berikut ini tabel rangkuman analisis path : 
Tabel 4.12 
Hasil Regression Weight 
Path 
Unstandardized 
Beta 
Standardized 
Beta 
p-
value 
Keputusan 
Urusan Pendidikan  IPM 3.685 0.523 0.000 Signifikan 
Urusan Kesehatan  IPM 2.300 0.270 0.027 Signifikan 
Urusan Ekonomi  IPM 0.322 0.038 0.746 
Tidak 
Signifikan 
Pendidikan, Kesehatan dan 
ekonomi  Pertumbuhan 
Ekonomi  IPM 
0.160 0.075 0.552 
Tidak 
Signifikan 
Urusan Pendidikan  
Pertumbuhan ekonomi  
-0.797 -0.241 0.068 
Tidak 
Signifikan 
Urusan Kesehatan  
Pertumbuhan ekonomi  
1.098 0.274 0.038 Signifikan 
Urusan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi  
0.227 0.057 0.666 
Tidak 
Signifikan 
Sumber :  Output AMOS versi 22 
Berdasarkan hasil pengolahan dengan program AMOS tersebut diperoleh 
nilai hasil regression weight seperti tabel 4.12. dari hasil pengolahan data dapat 
dilihat bahwa tidak semua variabel berpengaruh secara siginifikan. Dengan demikian 
uji hipotesa dapat diartikan seperti dibawah ini: 
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a. Uji hipotesa 1 
H0 : tidak terdapat hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah 
urusan pendidikan terhadap IPM secara langsung 
H1 : ada hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan terhadap IPM secara langsung 
Dari dugaan tersebut setelah diuji ternyata terbukti bahwa koefisien 
variabel pengeluaran pemerintah urusan pendidikan adalah positif dan 
signifikan secara statistik karena diketahui bahwa signifikansi variabel 
pengeluaran pemerintah urusan pendidikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 
alpha 0.05, dengan nilai koefisien jalur sebesar 3.685. Maka H0 ditolak dan H1 
diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan terhadap variabel IPM. 
b. Uji hipotesa 2 
H0 : tidak terdapat hubungan positif antara variabel pengeluaran 
pemerintah urusan kesehatan terhadap IPM secara langsung 
H1 : ada hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan terhadap IPM secara langsung 
Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel pengeluaran 
pemerintah urusan kesehatan adalah positif sebesar 2.300, pengaruh 
pengeluaran pemerintah urusan kesehatan signifikan secara statistic karena 
diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki p-value sebesar 
0.028 lebih kecil dari alpha 0.05, maka Ho ditolak dan H1 diterima yang berarti 
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ada hubungan yang signifikan dari variabel pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan dengan variabel IPM. 
c. Uji hipotesa 3 
H0 : tidak terdapat hubungan positif antara variabel pengeluaran 
pemerintah urusan ekonomi terhadap IPM secara langsung 
H1 : ada hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah urusan 
ekonomi terhadap IPM secara langsung 
Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah urusan ekonomi tidak 
signifikan secara statistik karena variabel pengeluaran pemerintah urusan 
ekonomi memiliki p-value sebesar 0.746 lebih besar dari alpha 0.05, dan 
memiliki nilai koefisien variabel positif sebesar 0.322, maka dari itu H0 diterima 
dan H1 ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan dari variabel 
pengeluaran pemerintah urusan ekonomi terhadap IPM. 
d. Uji hipotesa 4 
H0 : tidak terdapat hubungan positif antara variabel pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan 
ekonomi terhadap IPM secara tidak langsung melalui pertumbuhan 
ekonomi 
H1 : ada hubungan positif antara variabel pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan, urusan kesehatan dan urusan ekonomi terhadap IPM 
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 
  Hasil pengujian membuktikan bahwa koefisien variabel pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan ekonomi 
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melalui pertumbuhan adalah positif sebesar  0.160. Pengaruh pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan ekonomi 
secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan 
secara statistik karena diketahui bahwa kumulatif variabel pengeluaran 
pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap IPM memiliki p-value 
sebesar 0.552 lebih besar dari alpha 0.05, maka Ho diterima dan H1 ditolak 
yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan dari variabel pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan ekonomi 
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap variabel IPM. 
 
4.5 Pembahasan Hasil Estimasi 
4.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Urusan Pendidikan Secara 
Langsung Terhadap IPM  
Dari hasil estimasi menggunakan program AMOS 22 pada tabel 4.12 
menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di beberapa kabupaten pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini 
tentu berbeda dengan hipotesis pada penelitian ini, yang menyatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah urusan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien jalur standardized beta 
variabel pengeluaran pemerintah urusan pendidikan secara langsung terhadap IPM 
adalah sebesar 0.523 dengan nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5% (0,05) yaitu 
0.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan pendidikan (X1) 
berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia. 
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Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada 
urusan pendidikan di beberapa kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan dari 
periode ke periode terlihat cenderung mengalami peningkatan. Hasil estimasi 
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan pendidikan periode 2010-2014 
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan teori 
yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah urusan pendidikan meningkat maka 
akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.  
Sesuai dengan teori pengeluaran Adolf Wagner yang menyatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah yang semakin lama semakin 
meningkat juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang  diukur dengan 
indeks pembangunan manusia. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum 
selalu meningkatnya peranan pemerintah. Pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan kesempatan kepada 
kabupaten-kabupaten pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai 
pembangunan daerah khusus di bidang pendidikan yang diharapkan mampu 
meningkatkan indeks pembangunan manusia. Disamping itu, menurut teori human 
capital bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat meningkatkan 
kualitas penduduk. Dalam penelitian ini hasilnya sejalan dengan teori yaitu 
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan 
pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa 
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kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010-2014. Jika 
pengeluaran pemerintah urusan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten pesisir mengalami peningkatan setiap periodenya maka hal ini akan 
berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang akan terjadi pada masing-
masing daerah. Secara teoritis pengeluaran pemerintah urusan pendidikan diberikan 
kepada daerah dalam rangka membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah di 
bidang pendidikan. 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mengukur 
pemerataan akses terhadap pendidikan, dan  kabupaten-kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir memiliki tingkat APS yang  terus meningkat 
dengan kelompok umur 7-12 periode dan 13-15 periode. Hal ini menunjukkan bahwa 
pendidikan formal mulai dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dengan besarnya 
jumlah belanja pendidikan melalui adanya berbagai program bantuan dari 
pemerintah, seharusnya pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk. 
Dengan banyaknya program pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan agar 
semua kalangan masyarakat dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada 
kelompok penduduk miskin. Salah satu program pemerintah adalah dengan 
memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga mengurangi biaya 
pendidikan dan membantu penduduk miskin untuk mengenyam pendidikan formal. 
Pengeluaran pemerintah urusan pendidikan merupakan belanja yang 
memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan dan ekonomi.. Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran pemerintah 
atas pendidikan bersifat seperti investasi yang diharapkan mampu meningkatkan 
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human capital dan  memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi  
khususnya di kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang 
dikemukakan oleh Adi Widodo (2010) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran 
pemerintah di sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri 
sebagai variabel independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi 
dengan variabel lain. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah 
yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu 
investasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dimana hal 
tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan 
mutu modal manusia diperlukan adanya investasi pada bidang pendidikan melalui 
anggaran pendidikan. Penelitian ini juga sejalan studi penelitian yang dilakukan oleh 
Sanusi Fattah dan Aspa Muji (2012) di Jenepento dimana hasil penelitian tersebut 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif 
terhadap indeks pembangunan manusia.  
4.5.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Urusan Kesehatan Secara Langsung 
Terhadap  IPM  
Dari hasil estimasi menggunakan program AMOS versi 22 pada tabel 4.12, 
menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini tentu 
sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, yang menyatakan bahwa pengeluaran 
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pemerintah urusan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung  
terhadap indeks pembangunan manusia.  
Pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah pada urusan kesehatan 
terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan dapat dilihat dari nilai koefisien jalur standardized beta sebesar 
0.270. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah 
urusan kesehatan mampu mempengaruhi variabel IPM sebesar 27%. Dengan 
dengan nilai probabilitas yaitu 0.027 lebih kecil dari alpha 5% (0,05). Artinya variabel 
pengeluaran pemerintah urusan kesehatan memiliki pengaruh tehadap peningkatan 
indeks pembangunan manusia. Sehingga dapat pula diartikan bahwa semakin tinggi 
pengeluaran pemerintah urusan kesehatan maka semakin tinggi tingkat 
kesejahteraan masyarakat pesisir. 
Hal tersebut tidak terlepas bahwa kinerja pemerintah kabupaten-kabupaten 
pesisir Provinsi Sulawesi Selatan urusan kesehatan cukup baik. Secara teori, hal ini 
di dukung oleh teori yang terkait dengan pengeluaran wagner, teori Adolf Wagner 
yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin 
lama semakin meningkat  sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang 
dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Tren yang ditunjukkan oleh 
data pengeluaran pemerintah urusan kesehatan terjadi peningkatan yang cukup 
tajam. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian 
anggaran dan realisasi di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan 
membaik seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah urusan kesehatan. 
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Beberapa perbaikan telah dicapai. meski kondisi lingkungan belum 
sepenuhnya sehat. Namun, fasilitas kesehatan sudah cukup merata. Persentase 
desa dengan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan semakin meningkat 
dari periode 2010-2014. Hampir semua desa telah memiliki akses terhadap 
posyandu, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Selain itu akses terhadap praktek 
dokter, praktek bidan, dan poskesdes juga tinggi. Data 2014 menunjukkan bahwa 
masih terdapat 14,84 persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air 
besar. Jika dibandingkan dengan periode 2010, hanya terjadi penurunan sekitar 3 
persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar. Sementara itu 
memiliki akses air bersih dari periode 2011 hanya sebesar 62,65 pesen meningkat 
menjadi 65,94 persen pada periode 2014. Periode 2011 persentase memiliki sanitasi 
layak sebesar 55,60 persen menigkat periode 2014 sebesar 60,45 persen. Hal ini 
merupakan indikasi positif bahwa pembangunan infrastrukur di bidang kesehatan 
telah berjalan sebagaimana mestinya. 
Pada periode 2014 terdapat 17,48 penduduk yang mengalami keluhan dan 
berobat sendiri. Angka tersebut menurun jika dibandingkan periode 2010 yaitu 19,58 
persen. Pada Penurunan persentase penduduk yang berobat sendiri 
mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk untuk memanfaatkan fasilitas 
kesehatan semakin meningkat. Pada periode 2010 kesenjangan persalinan yang 
aman antara penduduk pada kelompok termiskin dan terkaya sebesar 28,60 persen. 
Disparitas tersebut menurun hingga pada periode 2011 menjadi 28,05 persen. 
Selama periode 2010-2014 terlihat adanya penigkatan persalinan oleh tenaga 
kesehatan pada setiap kelompok penduduk. Kebijakan kesehatan gratis, telah 
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berhasil membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan 
kesehatan. Kebijakan kesehatan gratis juga berkontribusi terhadap perluasan 
cakupan layanan kesehatan, perbaikan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan 
pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan 
kesehatan berpangaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dimana hal 
tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan 
mutu modal manusia diperlukan adanya investasi pada bidang kesehatan melaui 
anggaran kesehatan. Penelitian ini juga sejalan studi penelitian yang dilakukan oleh 
Sanusi Fattah dan Aspa Muji (2012) di Jenepento dimana hasil penelitian tersebut 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif 
terhadap indeks pembangunan manusia. 
4.5.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Urusan Ekonomi Secara Langsung 
terhadap IPM  
Dari hasil estimasi menggunakan program AMOS versi 22, menunjukkan 
bahwa pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah urusan ekonomi 
terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini tentu tidak 
sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, yang menyatakan bahwa pengeluaran 
pemerintah urusan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia. 
Pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah pada urusan ekonomi 
terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten pesisir Provinsi 
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Sulawesi Selatan dapat dilihat dari nilai koefisien jalur standardized beta yaitu 0.038, 
dengan nilai probabilitas yaitu 0.746 lebih besar dari alpha 5% (0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan ekonomi (X3) tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia. 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja ekonomi 
tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal Ini memperkuat 
anggapan bahwa pengeluaran pemerintah untuk urusan ekonomi belum 
memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan 
perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di kabupaten pesisir 
Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, analisis jalur ini kelihatannya juga secara 
tidak langsung mengungkap bahwa pengeluaran pemerintah urusan ekonomi 
cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik. Namun, masih 
sulit untuk membuktikan dampak positif terhadap kesejahteraan (IPM) karena 
hampir seluruh bidang cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan 
terlihat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan proporsi belanja ekonomi lebih 
banyak diberikan kepada belanja barang dan jasa dibandingkan proporsi belanja 
terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks 
pembangunan manusia. 
Selama periode 2010 hingga 2014, tren kemiskinan di beberapa kabupaten 
pesisir Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan dari 11.4  persen pada 
periode 2010 menjadi 9.54 persen pada periode 2014. Meskipun terjadi penurunan 
tingkat kemiskinan namun penurunan tersebut cenderung bergerak lambat dan 
masih jauh dari target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan hingga 8 persen di 
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periode 2014.  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara umum di Provinsi 
Sulawesi Selatan mencapai 5,10% pada periode 2013 dan stagnan atau tidak 
mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan masih sebesar 5,10%. Secara 
nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel  naik dari 176,91 ribu orang per pada 
periode  2013 menjadi 188,76 ribu orang pada periode 2014. Namun demikian, 
karena jumlah angkatan kerja juga meningkat pada periode 2014 yang mencapai 
3.715,80 ribu orang dari 3.468,19 ribu orang pada periode 2013 atau naik 247,60 
ribu orang. Meskipun secara kuantitas jumlahnya meningkat, kondisi tersebut 
menyembunyikan fakta bahwa pengangguran turun lambat. Sementara itu, 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang tergolong tinggi telah 
mengakibatkan terjadinya perubahan pola penyerapan tenaga kerja. Sektor 
pertanian,sektor  kelautan dan perikanan industri, sektor perdagangan, dan sektor 
jasa berhasil menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Secara sektoral, penyerapan 
tenaga kerja pada sektor primer (sektor pertanian) pada periode 2014 lebih tinggi 
hampir 50 ribu pekerja dibandingkan periode 2013, yang disebabkan oleh 
meningkatnya aktivitas sektor pertanian.  
Di sektor pemberdayaan ekonomi, di sebagian besar kabupaten pesisir di 
Provinsi Sulawesi Selatan masih tetap berjualan di pinggiran jalan, dibawah terik 
mata hari, emperan toko dan terus tergusur dari pasar yang dibuat oleh Pemerintah 
Daerah dan pembangunan di bidang ekonomi hanya memberi manfaat kepada 
masyarakat golongan menengah ke atas. Selanjutnya, ada beberapa kabupaten 
pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih sangat tertinggal, dimana sebagian 
besar penduduk masih hidup terisolir di daerah terpencil yang sulit dijangkau lewat 
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transportasi darat dan harga barang-barang di Sulawesi Selatan masih terbilang 
tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh biaya 
transportasi yang tinggi.  
Sebagian pengeluaran pemerintah urusan ekonomi cenderung mendorong 
kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik yang hanya berfokus pada daerah 
perkotaan sehingga tidak menyentuh masyarakat pesisir Provinsi Sulawesi Selatan 
yang sebagian besar tinggal di kampung. Hal ini sejalan dengan teori Model 
pembangunan tentang pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang 
menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 
pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan 
tahap lanjut. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa 
kabupaten/kota yang cenderung merupakan daerah otonom baru atau daerah 
pemekaran, sehingga pembangunan ekonomi masih berada di tahap awal dan tahap 
menengah. 
Maka dari itu, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi 
Sulawesi Selatan, harus bersama-sama mengawal pengimplementasian 
pengeluaran pemerintah urusan ekonomi agar tepat sasaran untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 
diharapkan tidak hanya memfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi 
memperhatikan juga pembangunan di wilayah pedesaan agar dapat menyentuh 
masyarakat pesisir Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di wilayah 
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pedalaman. dimana akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masih sangat minim. 
4.5.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Urusan Pendidikan, Urusan 
Kesehatan dan Urusan Ekonomi terhadap IPM Secara Tiidak Langsung 
melalui Pertumbuhan Ekonomi. 
Dari hasil estimasi menggunakan program AMOS versi 22, menunjukkan 
bahwa pengaruh secara tidak langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa 
kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berpengaruh positif dan tidak 
signifikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, yang 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, kesehatan dan 
ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia. 
Pengaruh secara tidak langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di beberapa 
kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari nilai koefisien jalur 
standardized beta yaitu 0.075, dengan nilai probabilitas yaitu 0.552 lebih besar dari 
alpha 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah urusan 
ekonomi (X3) tidak berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan 
manusia. 
Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara pengaruh 
pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) tidak dapat 
memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan nasional tidak 
mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini 
disebabkan kelemahan pengukuran variabel pendapatan nasional dimana seringkali 
data mengenai  pendapatan perkapita kurang relevan mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya atau kurang mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga 
menyebabkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara 
pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM 
tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pengeluaran pemerintah urusan pendidikan berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia (IPM) di beberapa kabupaten pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan pengalokasian pengeluaran 
pemerintah untuk urusan pendidikan lebih besar dibandingkan untuk urusan 
kesehatan dan ekonomi  sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks 
pembangunan manusia  
2. Pengeluaran pemerintah urusan kesehatan berpengaruh positif terhadap 
indeks pembangunan manusia (IPM), artinya jika pengeluaran pemerintah 
untuk urusan kesehatan meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks 
pembangunan manusia (IPM) di beberapa kabupaten pesisir di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Variabel pengeluaran pemerintah urusan kesehatan 
merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan secara 
langsung terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian 
menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mengalami 
peningkatan yang cukup tajam. Dengan tingginya perhatian pemerintah 
dalam pengalokasian pengeluaran di sektor kesehatan sehingga indikator 
dasar kesehatan membaik dan produktivitas penduduk ikut meningkat yang 
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otomatis akan memicu peningkatan indeks pembangunan manusia 
khususnya di kabupaten pesisir Sulawesi Selatan. 
3. Pengenluaran pemerintah urusan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 
indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan 
pengalokasian pengeluaran pemerintah pemerintah untuk urusan ekonomi 
lebih besar terhadap belanja modal barang dan jasa dibanding proporsi 
belanja tehadap kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan 
IPM sehingga menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.  
4. Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi  melalui variabel pertumbuhan ekonomi tidak 
memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui 
pendapatan nasional tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat 
suatu Negara. Hal ini disebabkan kelemahan pengukuran variabel 
pendapatan nasional dimana seringkali data mengenai  pendapatan 
perkapita kurang relevan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau 
kurang mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga menyebabkan 
variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara pengeluaran 
pemerintah urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan. 
5. Rata-rata nilai IPM BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan 
Manusia Provinisi Sulawesi Selatan periode 2010-2014 di beberapa 
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kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori IPM 
menengah atas  yaitu dengan nilai sebesar 72,35. Daerah perkotaan memiliki 
perkembangan IPM dan komponen penyusun yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan kondisi di daerah kabupaten. IPM tertinggi di Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dengan nilai IPM 80,17. Kabupaten 
Jeneponto merupakan kabupaten dengan nilai IPM terendah dengan nilai 
IPM 66,22.  
5.2 Saran  
Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu 
untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Dalam pengalokasian pengeluaran pemerintah, diharapkan pemerintah 
daerah khususnya pemerintah kabupaten pesisir  Provinsi Sulawesi Selatan 
dapat memberikan alokasi yang lebih besar di bidang ekonomi untuk 
kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT), serta peningkatan pemberdayaan ekonomi yang nantinya 
dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
2. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk 
melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen 
lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat 
analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 
mendekati fenomena sesungguhnya.  
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Lampiran 1 
Hasil Rekap Data 
KABUPATEN TAHUN x1 x2 x3 y1 y2 
Selayar  2010 25.05 24.26 24.40 7.96 62.15 
Selayar  2011 25.57 24.39 24.46 8.88 62.53 
Selayar  2012 25.63 24.40 24.47 7.88 62.87 
Selayar  2013 25.68 24.75 25.02 9.18 63.16 
Selayar  2014 25.78 24.88 25.23 9.18 63.66 
Bulukumba  2010 26.39 24.92 24.49 5.71 62.73 
Bulukumba  2011 26.56 25.01 24.62 5.49 63.36 
Bulukumba  2012 26.61 25.00 24.72 9.65 63.82 
Bulukumba  2013 26.76 25.09 24.89 7.79 64.27 
Bulukumba  2014 26.93 25.23 24.94 8.21 65.24 
Bantaeng 2010 25.49 24.42 24.58 8.32 62.46 
Bantaeng 2011 25.83 24.53 23.90 9.38 63.07 
Bantaeng 2012 25.98 24.67 24.69 9.67 63.99 
Bantaeng 2013 26.11 24.75 24.99 9.01 64.88 
Bantaeng 2014 26.18 24.80 24.99 7.92 65.77 
Jeneponto  2010 26.13 24.57 24.87 6.59 58.31 
Jeneponto  2011 26.21 24.83 24.98 8.44 58.95 
Jeneponto  2012 26.19 25.12 25.27 7.55 59.62 
Jeneponto  2013 26.46 25.26 25.14 6.65 60.55 
Jeneponto  2014 26.60 25.59 25.18 7.71 61.45 
Takalar  2010 25.95 24.78 24.53 8.66 60.23 
Takalar  2011 26.18 24.90 24.75 7.59 60.83 
Takalar  2012 26.49 25.08 24.85 6.58 61.66 
Takalar  2013 26.44 25.29 25.05 8.80 62.58 
Takalar  2014 26.53 25.40 25.11 9.00 63.53 
Pangkep 2010 26.02 25.01 24.37 7.96 62.79 
Pangkep 2011 26.42 25.01 24.39 9.84 63.60 
Pangkep 2012 26.55 25.18 24.89 8.26 64.30 
Pangkep 2013 26.67 25.31 25.14 9.33 65.24 
Pangkep 2014 26.77 25.51 25.37 10.16 66.16 
Barru  2010 25.83 24.52 24.33 6.06 64.94 
Barru  2011 26.10 24.64 24.41 8.13 65.73 
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Barru  2012 26.17 24.80 24.39 8.39 66.07 
Barru  2013 26.33 24.86 24.68 7.91 67.02 
Barru  2014 26.50 24.91 24.82 6.64 67.94 
Wajo  2010 25.69 24.71 24.31 5.85 63.07 
Wajo  2011 26.20 24.90 24.47 10.11 64.00 
Wajo  2012 26.42 25.05 24.92 6.50 64.88 
Wajo  2013 26.46 25.47 24.81 6.86 65.79 
Wajo  2014 26.59 25.37 24.98 9.15 66.49 
Pinrang  2010 26.04 24.75 24.76 5.70 66.25 
Pinrang  2011 26.25 24.86 24.85 7.71 66.96 
Pinrang  2012 26.42 25.02 24.98 8.51 67.64 
Pinrang  2013 26.55 25.13 25.17 7.28 68.14 
Pinrang  2014 26.73 25.38 25.26 8.11 68.92 
Luwu  2010 25.89 24.44 24.50 7.15 63.95 
Luwu  2011 26.13 24.69 24.70 7.89 64.71 
Luwu  2012 26.25 24.86 24.92 7.00 65.43 
Luwu  2013 26.45 25.02 25.04 7.74 66.39 
Luwu  2014 26.66 25.26 25.25 8.73 67.34 
Sumber : Data sekunder yang diolah dari excel 2007 
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Lampiran 2 
Output Analisis Amos versi 22 
Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)  
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
y1 <--- x1 -.797 .437 -1.822 .068 par_1 
y1 <--- x2 1.098 .530 2.071 .038 par_2 
y1 <--- x3 .227 .526 .432 .666 par_3 
y2 <--- y1 .160 .269 .595 .552 par_4 
y2 <--- x1 3.685 .853 4.322 *** par_5 
y2 <--- x2 2.300 1.043 2.206 .027 par_6 
y2 <--- x3 .322 .994 .324 .746 par_7 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
y1 <--- x1 -.241 
y1 <--- x2 .274 
y1 <--- x3 .057 
y2 <--- y1 .075 
y2 <--- x1 .523 
y2 <--- x2 .270 
y2 <--- x3 .038 
Intercepts: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
x1 
  
26.236 .054 484.250 *** par_8 
x2 
  
24.932 .045 557.718 *** par_9 
x3 
  
24.796 .045 550.400 *** par_10 
y1 
  
-4.119 21.830 -.189 .850 par_11 
y2 
  
15.515 41.197 .377 .706 par_12 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
e1 
  
.145 .029 4.961 *** par_13 
e2 
  
.098 .020 4.961 *** par_14 
e3 
  
.100 .020 4.961 *** par_15 
e4 
  
1.361 .274 4.961 *** par_16 
e5 
  
4.844 .976 4.961 *** par_17 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
x3 
  
.000 
x2 
  
.000 
x1 
  
.000 
y1 
  
.137 
y2 
  
.324 
 
Matrices (Group number 1 - Default model) 
Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 
x3 x2 x1 y1 
y1 .227 1.098 -.797 .000 
y2 .358 2.124 3.557 .160 
Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 
x3 x2 x1 y1 
y1 .057 .274 -.241 .000 
y2 .042 .249 .505 .075 
Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 
x3 x2 x1 y1 
y1 .227 1.098 -.797 .000 
y2 .322 2.300 3.685 .160 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 
x3 x2 x1 y1 
y1 .057 .274 -.241 .000 
y2 .038 .270 .523 .075 
Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 
x3 x2 x1 y1 
y1 .000 .000 .000 .000 
y2 .036 .176 -.128 .000 
Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 
x3 x2 x1 y1 
y1 .000 .000 .000 .000 
y2 .004 .021 -.018 .000 
 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 17 93.976 3 .000 31.325 
Saturated model 20 .000 0 
  
Independence model 10 103.596 10 .000 10.360 
Baseline Comparisons 
Model 
NFI 
Delta1 
RFI 
rho1 
IFI 
Delta2 
TLI 
rho2 
CFI 
Default model .930 -2.024 -2.240 .962 .820 
Saturated model 1.000 
 
1.000 
 
1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .300 .028 .008 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 
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NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 90.976 62.966 126.407 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 93.596 64.581 130.074 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1.918 1.857 1.285 2.580 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 2.114 1.910 1.318 2.655 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .078 .654 .927 .000 
Independence model .437 .363 .515 .000 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 127.976 132.720 
  
Saturated model 40.000 45.581 
  
Independence model 123.596 126.387 
  
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 2.612 2.040 3.335 2.709 
Saturated model .816 .816 .816 .930 
Independence model 2.522 1.930 3.267 2.579 
HOELTER 
Model 
HOELTER 
.05 
HOELTER 
.01 
Default model 5 6 
Independence model 9 11 
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Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 
Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
16 13.638 .018 .598 
12 11.087 .050 .717 
39 11.079 .050 .457 
1 10.914 .053 .274 
36 9.032 .108 .638 
20 8.866 .115 .517 
5 8.533 .129 .472 
17 7.673 .175 .668 
27 7.588 .180 .561 
18 7.544 .183 .436 
30 6.750 .240 .682 
26 6.666 .247 .597 
7 6.646 .248 .478 
4 6.455 .264 .454 
8 6.104 .296 .530 
19 6.093 .297 .414 
6 5.830 .323 .452 
41 5.767 .330 .373 
45 5.629 .344 .345 
37 5.347 .375 .409 
31 5.147 .398 .429 
10 4.968 .420 .439 
35 4.879 .431 .390 
44 4.463 .485 .583 
11 4.220 .518 .656 
2 4.122 .532 .623 
9 3.910 .563 .680 
40 3.792 .580 .667 
25 3.671 .598 .658 
21 3.609 .607 .601 
50 3.535 .618 .552 
23 3.518 .621 .451 
46 3.282 .657 .545 
33 3.240 .663 .465 
14 3.239 .663 .349 
13 3.224 .666 .256 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
3 3.001 .700 .327 
32 2.844 .724 .348 
29 2.725 .742 .335 
24 2.721 .743 .227 
43 2.584 .764 .225 
15 2.321 .803 .327 
34 2.090 .836 .414 
22 2.086 .837 .273 
42 1.992 .850 .221 
38 1.965 .854 .127 
48 1.757 .882 .142 
49 1.735 .885 .061 
47 1.249 .940 .190 
28 .870 .972 .246 
 
